
6. Undang-undang . 

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pernerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 60~ Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ~ 

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (lembaran Negara 
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3688)~ 

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah 
dangan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran 
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3685) 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun l 994 
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3569) ~ 

I. Undang- undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota KeciJ dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ; 

Mengingat 

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Magelang Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat ( I ) 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ~ 

Men1mbang 

W ALIKOT A MAGELANG 

TE TANG 

A GGARAN PENDAPA'f A DAN BELAN.JA DAERAH 
TAlllJ ANG(;ARAN 2002 

DENGAN RAHMAT TUHAN y ANG MAHA ESA 

PERATllRA l)A ,RAii K()rrA MA(;f:l~ANG 
NOMOR : 6 l'AJ-llJ 2002 

AH KO A MAG 1,ANG PEM ~RI 

Cn,, •"n•• J 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri . 

14. Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 200 l tentang Dana 
Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota 
Tahun Anggaran 2002 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138)~ 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200 I tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137); 

11. Peraturan Pemerintah nomor 110 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4029); 

9. Peraturan Pemerintah nomor J 05 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan 
Lernbaran Negara Nomor 4022)~ 

10. Peraturan Pemerinta.h nomor J 09 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil KepaJa 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 

(, l Jntlu,,p.~u,ldnn~ No,nor 2~ ·, ahun 1999 tcntang 
J>t'r1111l1a11oan K dan 
1) '"' ruangan t\ ntara Perncn ntah Pusat 

acral, ( I Ctnhuran Negara I ahun 1999 Nomor 72 • 
Ta,nl)ahan l~mbaran Negara Nomor 3848 ) . 

7· Pcraturan Pcmcr,ntah Nomor 21 Tahun 1997 tentang PaJak 
Balian Bakar Kcndaraan Ocnnotor (J .crnbaran Negara Tahun 
1997 Nornor 56. ·rambahan J .embaran Negara Nomor 3693 ): 

8. Pcr~turan Pcmcr,ntah nomor I 04 Tahun 2000 tentang Dana 
Pcr,mbangan scbagaimana tclah diubah dengan Peraturan 
Pcilicr,ntah Nomor 84 Tahun 200 I ( Lernbaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 20 J Tarnbahan Lembaran Negara 
Nomor 402 J ): ' 
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Memperhatikan . 

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 
tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ~ 

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 
tentang Manual Administrasi Barang Daerah ~ 

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 
11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta 
Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ; 

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 
18 September 1985 tentang Penyempumaan Bentuk dan 
Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988 ~ 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 
tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 199~ 
tentang Tuntutan Perbendaharaan dart Tuntutan Ganti Rugi 
Keuangan dan Barang Daerah ; 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 
28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran 
Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ; 

17· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanj~ 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten 
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996· 

' 

s Tahun 1978 
ketiga kepada 

16. Peraturan Menter,· 0 1 N . 
t ta · a am egen Nomor en ng p · enerimaan Sumbangan Pihak 
Daerah: 

' 

15. Pcraturan M · 975 cnter1 Dalam Ncgeri Nomor I I Tahun I 
tentar1g Co t h n 
P n ° -contoh Cara Penyusunan Anggara 

cndapatan dan 13 1 . T u aha 
K c anja Dacrah Pelaksanaan ata s 

euangan Dae h d · ' . A an ra an Penyusunan Perhitungan nggar 
Pendapatan dan Belanja Daerah ~ 
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(2). Penggeseran . 

( J ). Ringkasan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah te~e~ut 
pada Pasal 1, sebagaimana Larnpiran I Peraturan Daerah 1n1. 

Pasal 3 

Rp. 8.008.490.000,, 
Rp. 8.008.490.000,- 

a. Pendapatan . 
b. Belanja .. 

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari : 

Pasal 2 

b. BELANJA 
- Rutin .. . .. .. . Rp.110.376.268.000,- 
- PembangunanRp. 23.421.619.000,- 

Rp.133.797.887.000,- 

Rp. l 33.797.887.000,,- - Pendapatan . 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 
sejumlah Rp 133.797.887.000,- terdiri dari: 

a. PENDAPATAN 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
T AHUN ANGGARAN 2002. 

DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG 

Dengan pcrsetujuan 

.. ,cn1perhatika,i . 1 · Surat i=daran Mc,1tcr1 Dal ... ,11 Nee r,· Nomor 903/247?/SJ 
iv• ta110 I c ( <• ,.., 

ggn 1 l>rscn1l,cr 20()1 Pcrihal Pcdornan lJmum 
Pen us1J, d ' d 

• 
1811 

an l>clnksana.an Anggaran Pcndapatan an 
Oc\an.1a I )acrah Tahun Anggaran 2()02 , 

2· Risalah Sida11g-sidang Plcno Dewan Pcrwakilan Rakyat 
Dacrah ,ncngcnai Pc111hahasan Rancangan Peraturan Dacrah 
lentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2002. 
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LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG 
TAHUN 2002 NOMOR 10 
SERI A NO. 1 

0 
aMadya 

32 655. 

• • !f/11'£/TI 
H. FAHRJYANTO Diundangkan di Magelang 

pada tanggal 7 Maret 2002. 

WALIKOTA MAGELANG 

Magelang 
6 M:.iret 2002 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kota Magelang. 

Peraturan Daerah ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2002. 

Pasal 6 

Lampiran-1ampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 5 

Rincia~ Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, 
sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini. 

Pasal 4 

: Pendapatan 
: Belanja Rutin 
: Belanja Pcmbangunan 

a. Lampiran Ill 
b. IJa1npiran IV 
c. Latnpiran v 

(2). Pcnggcscran J>,1s, I · d n ., '· a -pasal yang d ipcrkcnankan scsuat cnga per aturan anc h I k 
I ) e er a u, schaga11nana I arnniran II Pcraturan ucrah 1111 • ,, 
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sebagaimana (3 ). Rincian lcbrh Ian t . . La . Ju ayat (I) Pasal 1n1, 
111p1ran-lan1piran Peraturan Daerah ini. 
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